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Hasil Penelitian

1. Apa itu pengaturan hukum?
Jawab : Pengaturan hukum merujuk pada proses pembuatan,
interpretasi, dan pelaksanaan hukum dalam suatu sistem hukum. Ini
mencakup perundang-undangan, kebijakan, dan mekanisme yang
mengatur perilaku masyarakat serta menetapkan sanksi bagi
pelanggaran hukum.

2. Bagaimana pengaturan hukum bagi pelaku usaha UMKM
Mendeleng Millenial.Co Medan dalam persaingan usaha?
Jawab : Pengaturan hukum bagi pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah) dalam persaingan usaha dapat melibatkan
kebijakan perlindungan, regulasi khusus, dan insentif. Hal ini
bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil,
mendorong pertumbuhan UMKM, dan mencegah praktik-praktik
tidak sehat dalam persaingan usaha. Pemerintah biasanya
mengeluarkan kebijakan atau undang-undang yang mendukung
sektor UMKM, seperti undang-undang no 20 tahun 2008 tentang
usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) termasuk aturan terkait
sertifikasi, pajak, dan akses ke pasar.

3. Apa itu peran pemerintah?
Jawab: Peran pemerintah mencakup berbagai fungsi untuk
memastikan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini

melibatkan penyusunan kebijakan, regulasi, serta penyediaan
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layanan publik. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjaga
keamanan, menjalankan sistem keadilan, dan mengelola ekonomi
nasional. Peran ini dapat bervariasi dari pembuatan kebijakan fiskal
dan moneter hingga pengawasan sektor publik dan perlindungan
hak asasi manusia.

. Bagaimana peran pemerintah terhadap UMKM Mendeleng
Millenial.Co Medan dalam persaingan usaha tidak sehat

Jawab : Dalam mengatasi persaingan usaha tidak sehat terhadap
Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Mendeleng Millenial.Co
Medan,peran pemerintah melibatkan:

* Regulasi yang Ketat: Menetapkan dan menegakkan regulasi yang
melarang praktik bisnis tidak sehat, seperti monopoli, penipuan, atau
pemalsuan.

* Penegakan Hukum: Memastikan penerapan hukum yang adil dan
efektif untuk menindak pelanggaran dalam persaingan usaha,
memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang tidak patuh.

* Pendidikan dan Konsultasi: Menyediakan program pendidikan dan
konsultasi kepada UMKM tentang hak dan kewajiban mereka, serta
memberikan informasi terkini mengenai praktik bisnis sehat.

* Akses Ke Pembiayaan: Menyediakan akses mudah ke sumber
daya keuangan, seperti pinjaman dengan bunga rendah atau
bantuan keuangan, untuk membantu UMKM mengatasi tantangan

dalam persaingan usaha.



*Penguatan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan dukungan teknis
untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan daya saing
UMKM.

* Pengembangan Pasar: Mendorong ekspansi pasar untuk UMKM,
baik di tingkat lokal maupun internasional, dengan memberikan
dukungan promosi dan akses ke platform pemasaran.

Dengan melibatkan diri dalam cara-cara ini, pemerintah dapat
menciptakan lingkungan yang mendukung UMKM dan melindungi
mereka dari praktik bisnis tidak sehat dalam persaingan usaha.

. Apa itu persaingan usaha ?

Jawab : Persaingan usaha adalah situasi di mana perusahaan-
perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dan
mendominasi pasar dengan menawarkan produk atau layanan yang
sebanding atau serupa. Persaingan ini mendorong inovasi, efisiensi,
dan peningkatan kualitas produk, karena perusahaan harus
berusaha lebih baik daripada pesaingnya untuk memenangkan
dukungan pelanggan. Persaingan usaha dapat terjadi di berbagai
sektor ekonomi dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti
harga, kualitas, pemasaran, dan pelayanan pelanggan.

. Apa itu persaingan usaha tidak sehat?

Jawab : Persaingan usaha tidak sehat merujuk pada praktek-praktek
yang tidak etis atau melanggar hukum yang digunakan oleh

perusahaan atau pelaku bisnis untuk memperoleh keunggulan
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dalam pasar. Beberapa contoh persaingan usaha tidak sehat
melibatkan monopoli, kartel, manipulasi harga, pemalsuan produk,
penipuan konsumen, atau praktik-praktik lain yang merugikan
pesaing atau konsumen. Praktek-praktek ini dapat merusak
integritas pasar, menghambat inovasi, dan merugikan kepentingan
pelanggan serta pesaing yang berusaha beroperasi secara adil dan
sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya pencegahan dan
penindakan biasanya dilakukan oleh pemerintah dan badan
pengawas untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil.
Maka pemerintah membuat Uu no 5 tahun 1999 tentang larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan badan
pengawas yaitu KPPU(komisi pengawasan persaingan usaha).

. Apa bedanya persaianhan usaha sehat dan tidak sehat

Jawab : Persaingan usaha sehat dan tidak sehat memiliki perbedaan
mendasar dalam praktek-praktek yang digunakan oleh perusahaan
atau pelaku bisnis. Berikut adalah beberapa perbedaan utama:

* Etika dan Kepatuhan Hukum:

Persaingan usaha sehat diikuti oleh praktek bisnis yang etis dan
mematuhi hukum yang berlaku.Persaingan usaha tidak sehat
melibatkan praktek-praktek yang tidak etis dan melanggar hukum,
seperti monopoli, kartel, pemalsuan, atau manipulasi harga.

* Dampak pada Pesaing dan Konsumen:



Persaingan usaha sehat memberikan manfaat bagi konsumen dan
pesaing, karena mendorong inovasi, harga yang kompetitif, dan
kualitas produk yang lebih baik.Persaingan usaha tidak sehat
merugikan pesaing dan konsumen, menciptakan ketidaksetaraan
dalam akses pasar, dan dapat menghasilkan produk atau layanan
yang kurang bermutu.

* Integritas Pasar:

Persaingan usaha sehat memelihara integritas pasar dengan
memastikan  kepatuhan pada prinsip persaingan  yang
adil.Persaingan usaha tidak sehat mengancam integritas pasar
dengan menciptakan distorsi dan keuntungan tidak adil bagi pihak-
pihak tertentu.

* Peran Pemerintah:

Dalam persaingan usaha sehat, pemerintah berfungsi sebagai
regulator dan pengawas untuk memastikan kepatuhan pada aturan
dan regulasi yang berlaku.Dalam persaingan usaha tidak sehat,
pemerintah perlu melakukan penegakan hukum dan mengambil
langkah-langkah untuk menghentikan praktek bisnis yang merugikan
dan merusak persaingan yang sehat.

Melalui perbedaan ini, persaingan usaha sehat bertujuan untuk
menciptakan lingkungan bisnis yang adil, efisien, dan

menguntungkan semua pihak, sementara persaingan usaha tidak
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sehat melibatkan praktek-praktek yang merugikan dan dapat
merusak integritas pasar.

. Bagaimana akibat hukum jika pelaku usahaUMKM Mendeleng
Millenial.Co Medan melakukan persaingan usaha tidak sehat?
Jawab : Pelaku usaha UMKM yang terlibat dalam persaingan usaha
tidak sehat dapat menghadapi berbagai akibat hukum. Beberapa
konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi melibatkan:

* Pelanggaran Hukum: Terlibat dalam praktik bisnis tidak sehat dapat
dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan pelaku UMKM dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

* Denda dan Penalti: Pemerintah atau lembaga pengawas bisnis
dapat memberikan denda atau penalti sebagai sanksi terhadap
pelanggaran hukum dalam persaingan usaha.

* Pertanggungjawaban Sipil: Pihak yang dirugikan, baik pesaing
maupun konsumen, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara
sipil terhadap pelaku UMKM. Ini dapat berakibat pada kewajiban
membayar kerugian finansial.

* Pencabutan Izin Usaha: Pelaku UMKM dapat menghadapi
pencabutan izin usaha atau lisensi yang mereka miliki, menyulitkan
kelangsungan operasional bisnis mereka.

* Reputasi Bisnis: Terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat dapat
merusak reputasi bisnis. Hal ini dapat berdampak negatif pada

kepercayaan pelanggan dan hubungan bisnis.



* Pengawasan dan Pengawasan Lebih Ketat: Setelah terlibat dalam
praktik bisnis yang tidak sehat, pemerintah atau lembaga pengawas
dapat meningkatkan tingkat pengawasan terhadap pelaku UMKM.
Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk mematuhi etika
bisnis, melibatkan praktek bisnis yang adil, dan memahami regulasi
yang berlaku di sektor mereka. Ini akan membantu mencegah akibat
hukum yang merugikan dan mempertahankan integritas bisnis
mereka.

. Apa itu UMKM?

Jawab :UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah. Istilah ini merujuk pada kategori bisnis atau usaha yang
memiliki skala kecil atau menengah. Klasifikasi UMKM berbeda-
beda di berbagai negara, tetapi umumnya melibatkan parameter
seperti jumlah pekerja, omset tahunan, atau nilai aset. UMKM
memiliki peran penting dalam perekonomian karena mereka
memberikan kontribusi signifikan terhadap lapangan pekerjaan,
pertumbuhan ekonomi, dan diversifikasi sektor usaha. UMKM dapat
mencakup berbagai jenis bisnis, mulai dari toko kecil, warung makan,
hingga produsen atau penyedia jasa dengan skala produksi yang

lebih besar.
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10.bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha bisnis UMKM
Mendeleng Millenial.Co Medan?
Jawab :Perlindungan hukum bagi pelaku usaha bisnis UMKM
Mendeleng Millenial.Co Medan melibatkan beberapa aspek untuk
memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam berbisnis. Beberapa
bentuk perlindungan hukum melibatkan:
* Hukum Kontrak: Menjamin bahwa perjanjian atau kontrak yang
dibuat oleh pelaku UMKM dihormati dan ditegakkan oleh hukum. Ini
mencakup perlindungan terhadap pelanggaran kontrak oleh pihak
lain.
* Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Mempertahankan hak
cipta, merek dagang, dan paten untuk melindungi produk, layanan,
atau inovasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM dari penggunaan tanpa
izin.
* Regulasi Khusus UMKM: Adanya undang-undang atau regulasi
khusus yang mendukung dan melindungi kepentingan UMKM,
termasuk kemudahan akses ke pembiayaan, insentif pajak, dan
bantuan teknis.
* Perlindungan Konsumen: Menjamin bahwa pelaku UMKM
mematuhi regulasi perlindungan konsumen untuk memastikan
keamanan dan kepuasan pelanggan.
* Sengketa Bisnis: Menyediakan jalur hukum untuk menyelesaikan

sengketa bisnis, baik melalui pengadilan maupun lembaga arbitrase,



sehingga pelaku UMKM memiliki cara yang adil untuk

menyelesaikan perbedaan.

* Perlindungan Terhadap Praktik Bisnis Tidak Sehat: Hukum yang

melarang dan memberikan sanksi terhadap praktik bisnis tidak

sehat, seperti monopoli, kartel, atau penipuan, untuk memastikan

persaingan yang sehat.

* Keamanan dan Kesehatan Kerja: Mengatur standar keselamatan

dan kesehatan kerja untuk melindungi pekerja dan pemilik UMKM

dari risiko yang dapat timbul selama operasional bisnis.

Memahami dan mematuhi regulasi ini penting bagi pelaku UMKM

agar dapat beroperasi dengan lancar dan mendapatkan

perlindungan yang dibutuhkan di lingkungan bisnis yang dinamis.
11.Apa saja permasalah permasalahan yang terjadi di umkm

MendelengMillenial.Co Medan?

Jawab : UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sering

menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi

kelangsungan dan perkembangan bisnis. Beberapa permasalahan

umum di UMKM meliputi:

* Akses Pembiayaan: Kesulitan mendapatkan sumber pembiayaan

untuk modal usaha, ekspansi, atau mengatasi kendala finansial.

* Manajemen Keuangan: Tantangan dalam merencanakan dan

mengelola keuangan bisnis, termasuk pemahaman pajak,

perencanaan anggaran, dan manajemen kas.
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* Pasar dan Pemasaran: Kesulitan dalam memahami pasar,
merumuskan strategi pemasaran yang efektif, dan bersaing dengan
pesaing.

* Teknologi dan Inovasi: Tantangan dalam mengadopsi teknologi
dan berinovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya
saing.

* Sumber Daya Manusia: Kesulitan dalam merekrut dan
mempertahankan karyawan, serta memberikan pelatihan untuk
meningkatkan keterampilan.

* Biaya Operasional: Beban biaya operasional yang tinggi dapat
menjadi hambatan, terutama bagi UMKM dengan margin
keuntungan yang tipis.

* Peraturan dan Administrasi: Kompleksitas peraturan pemerintah
dan administrasi bisnis dapat menimbulkan kendala dan beban
tambahan.

* Pendidikan dan Keterampilan: Keterbatasan pendidikan formal dan
keterampilan khusus dalam manajemen bisnis, pemasaran, atau
teknologi.

* Persaingan: Persaingan yang ketat dengan perusahaan-
perusahaan sejenis atau bahkan dengan perusahaan besar dapat

menjadi tantangan.



* Ketergantungan pada Pasar Lokal: Ketergantungan terhadap pasar
lokal dapat menjadi risiko, terutama jika terjadi perubahan dalam
ekonomi lokal.
Mengatasi permasalahan ini memerlukan pemahaman mendalam
tentang bisnis, kemampuan adaptasi terhadap perubahan, dan
upaya untuk mencari solusi yang inovatif. Pendekatan yang
terintegrasi dan berkelanjutan dapat membantu UMKM untuk tetap
bersaing dan berkembang di pasar yang dinamis.

12.Bagaimana UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan ini di lingkup
millenial?
Jawab : UMKM di lingkup milenial cenderung mengandalkan
teknologi, fokus pada pemasaran online, berinovasi dalam produk
dan layanan, serta menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu sosial
dan lingkungan. Mereka menghadapi tantangan dalam pembiayaan
digital, persaingan online yang ketat, dan mencari keseimbangan
antara fleksibilitas kerja dan kebutuhan bisnis. Kemampuan digital
dan adaptasi terhadap tren modern menjadi kunci dalam kesuksesan
bisnis mereka.

13. Apa hambatan yang terjadi di UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan
ini?
Jawab : UMKM ini seringkali menghadapi sejumlah hambatan,
termasuk kesulitan dalam mendapatkan dana untuk modal usaha,

tantangan dalam mengelola keuangan, dan persaingan yang ketat di
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pasar. Selain itu, adopsi teknologi dan inovasi dapat menjadi
kendala, bersama dengan kesulitan merekrut dan mempertahankan
karyawan berkualitas. Beban biaya operasional yang tinggi juga
dapat memengaruhi profitabilitas bisnis. UMKM juga terkadang
menghadapi kompleksitas peraturan pemerintah dan kesulitan akses
ke pasar baru. Ketidakpastian ekonomi, perubahan tren konsumen,
dan tantangan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif
turut menjadi faktor hambatan dalam perkembangan UMKM.
14.Bagaimana Upaya hukum yang dapat di berikan agar UMKM ini
berkembang terus?
Jawab : Untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan UMKM
melalui upaya hukum, beberapa langkah dapat diambil:
* Sistem Pembiayaan yang Terjangkau: Mendorong sistem
pembiayaan yang lebih ramah UMKM, termasuk insentif dan skema
pinjaman yang mendukung perkembangan bisnis.
* Bantuan Hukum dan Konsultasi Gratis: Memberikan akses mudah
ke bantuan hukum dan konsultasi gratis kepada pelaku UMKM,
membantu mereka memahami dan mematuhi peraturan dengan
baik.
*Pemudahan Pendirian Usaha: Menyederhanakan proses pendirian
usaha dengan regulasi yang jelas dan prosedur administratif yang

minim, mendorong pertumbuhan UMKM baru.



* Insentif Pajak: Memberikan insentif pajak untuk UMKM yang
berkinerja baik atau yang mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan.
* Pelatihan Hukum dan Manajemen: Menyediakan program
pelathan hukum dan manajemen khusus UMKM untuk
meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek-aspek hukum
dalam bisnis.

* Proteksi Hak Kekayaan Intelektual: Mendorong pendaftaran dan
perlindungan hak kekayaan intelektual bagi produk dan inovasi
UMKM.

* Kemitraan dengan Lembaga Hukum: Mengembangkan kemitraan
dengan lembaga hukum atau advokat yang dapat memberikan
layanan hukum dengan biaya terjangkau atau diskon.

* Mekanisme Penyelesaian Sengketa Efisien: Menyediakan
mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, seperti mediasi
atau arbitrase, untuk mengurangi beban biaya dan waktu dalam
menyelesaikan perselisihan.

* Promosi Praktik Bisnis Berkelanjutan: Mendorong dan memberikan
insentif kepada UMKM yang mengadopsi praktik bisnis
berkelanjutan dan ramah lingkungan.

* Penguatan Hukum Kontrak: Meningkatkan perlindungan hukum
terhadap kontrak bisnis, memberikan kepastian dan keamanan bagi

UMKM dalam transaksi mereka.
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Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang
mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, membantu

mereka mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang di pasar.









